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KATA PENGANTAR

Assalammu’alaikum Wr. Wb.

Alhamdulilla, skripsi ini telah diselesaikan setelah mengalami beberapa proses.
Saya sampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada dosen pembimbing Menik
Chumaidah, S.H.,M.Hum. Dan seluruh dosen fakultas hukum Universitas
Muhammadiyah Jember atas bimbingannya dan pendidikannya selama ini serta staf
pengajaran atas pelayanannya. Demikian pula kepada kedua orang tua saya yang
telah memfasilitasi dan mendoakan, tidak lupa pula kepada rekan-rekan yang banyak
membantu dan memberi saran dalam rangka penulisan hukum ini, saya juga

sampaikan terima kasih.

Skripsi ini terdiri dari dua pokok permasalahan, yaitu implementasi alokasi dana
desa dan akibat hukum jika alokasi dana desa tidak sesuai dengan Pasal 72 Undang-
Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sejak diundangkannya Undang-Undang
No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa ada beberapa subtansi yang menjadi perhatian yaitu

salah satunya tentang alokasi dana desa.

Pelaksanaan alokasi dana desa hingga sanksi yang dapat diterapkan diatur dalam
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah No. 43
Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014
Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang

Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Keuangan No. 257/ PMK. 07/ 2015



Tentang Tata Cara Penundaan Dan/Atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap
Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa serta Peraturan Daerah dan

Peraturan Desa.

Tujuan penulisan hukum ini yaitu untuk mengetahui implementasi serta akibat
hukum jika alokasi dana desa tidak sesuai dengan undang-undang tersebut dan
diharapkan bisa membantu agar pelaksanaan alokasi dana desa tersebut sesuai dengan

ketentuan-ketentuan yang ada.

Semoga penulisan hukum ini  memberikan manfaat, baik dikalangan

penyelenggaraan pemerintahan desa, mahasiswa serta pembaca pada umumnya.

Wassalammu’alaikum Wr. WDh.

Jember, Agustus 2017
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